
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun -1959 tentang
Penetapan Undang-Undang- Darurat N01TIOr:3 Tahun
1.953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan sebagai Ondang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72
Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia
Nom.or1820)i

2. Undang-Undang Nomor 17 ihllun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Repub1ik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42?6);

a. bahwa dalam rangka .mewujudkan penyelenggaraan
pengeloiaan dan Bantuan Sosial yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perlu
diterbitkan pedoman tata cara pemberian bantu an
sosial yang terencana dantidak tereneana;

b. bahwa berdasarkan la,mpiran nomor 2 huruf F
angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 77
Tahun 20.2.0tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Tata Cara
Penganggaran Pelaksanaan: dan penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring
dan evaluasi bantu an sosial diatur lebih lanjut
dengan peraturan KepalaDaerah";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a. dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
Terenoaria dan TIdak Terencana Atas Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

DEl'lGAN RAHMAT Tl,JHAN YANG MAHA ESA
BUPATTHULU SUNGAI TENGAH

Mengingat

Menimbang

PEDOMAN PEMBERlA'N BANTOAN SOSlAL YANG TEREN_CANADAN TlPAK
'fERENCANA ATAS BEBAN ANGGARANPENDAPAIAN DANBELANJADAERAH

KABuPATEN HUW SlJNGAJ TENGAH

TENTANG

PERATQRAN BWATI HULU StJJ\lOAl TENGAH
NOMOR ·I~TAHON2021

SUPATI HULU SUNGAl TENGAH



Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah iniyangdimaksud dengan ,
L Daerah adalah KabupatenHulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur p€nyelenggara

pemerintah daerah yang. rnernimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom,

BAB I
KE;TENtUAN UMUM

Pa~ 1

PERATURAN BUPATI T£i:NTANG PEDOMAN PEJ\fBER]AN
BANTUAN SOSIAL YANa. TERENCANA DAN TiDAK
TERENCANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPJ.\TENHULU SUNGAJ
TENGAtL

Menetapkan,

ME.MU1'USKAN :

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun "2004 tentang·
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan.
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2004·
Nomor Q6, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44(0);

4. Uadang-Undang Nomen 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor : 224 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesla NoitlQr: 5587) sebagaimana
.telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tannn 2.015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tab.un 2015 Nomor 58 Tambaban Lembaran Negara
RepubJik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negra Republik
Indonesia Nbmor.292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560i);

6. Peratu ran Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah
Daerah. (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri 1,2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42 Tambah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor632'2);

$. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOIDer 77 Tahun 202.0
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hnln Sungai Tengah Nomor 11
Tahirn 2016 tentang Pembentukan dan, Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabnpaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adaJah

Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Hulu Sungal Tengah.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berfungsi menyelenggarakan
upaya kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pemhangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

6. Dinas adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu
Sungai Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

7. Pejabat Pengeloia Keuangan Daerab yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerab yang mempunyai
tugas me1aksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara
umum daerah,

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerab pada pemerintab daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

9. Kepala Satuan Ke:rjaPerangkat Daerab yang sclanjutnya disingkat Kepala
SKPD adalah kepala perangkat daerab pada Pemerintah Daerah
Kabupaten llulu Sungal Tengab selaku pengguna anggaran/pengguna
barang,

10. Pcmbakal adalab rnerupakan sebutan lain unruk Kepala Desa di wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan
pemerin tab daerah.

11. Pelayanan Kesehatan adalab peJayanan kesehatan yang diberikan oleh
Pernerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi masyarakat yang apabila
ditunda penanganarmya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar
bagi individu dao /atau keluarga yang.bersangkutan.

12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantu an berupa uangj'barang dari
pernerintah daerah kepada individu, keluarga, kelornpok danj'atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ckonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan sernakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

13. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat :menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok. dan /atau masyarakat scbagai dampak. krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis poLitik,fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantu an sosiaJ akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalarn kondisi wajar.

14. Orang Jompo adalah setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia,
tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nalkah untuk kcperluan
pokok bagi hidupnya sehari-hari,

15. Bantuan bagi pasienkurang rnampu adalah bantuan yang di peruntukan
kepada induvidi di luar jaminan Juran BPJS berupa pelayanan jaminan
pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung olr-h
jaminan luran BPJS dan Jasaraha:rja.

16. Kriteria kurang mampu (miskln] adalah Seseorang atau kepala keJuarga
yang mempunyai sumber m~(" p"n...~h.::lrian nan atan tinal> mf"mpllnyi'll
kemampuan untuk memenuhi kcbutuhan pokok atau orang yang
mempunyai sumber mata pencaharianakan lelapi Lidakdapalmemenuhi
kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.



(2) Anggota/ kelompok masyai ..akat sebagaimana dlrnaksud pada ayat (lJ
meliputi;
a. Individu, keluarga, kelompok danj atau masyarakat yang mengalami

risiko sosial, atau
b. l:.embaganon pemerin.tah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang I~

yang berperan untuk keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi-Jndividu, kelornpok, danj atau masyarakat yang mengalann

'--P-a-ra-f-K-o-or-d-in-a-s-j ~.;eadaan.yang tidak stabil sebagai dampakrisiko sosial.{

Bantuan Sosial diberikan kepada !mggota/ Kelompok masyarakat sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

(I)

P~3

BABm
$ASARAN PENERlMA BANTUAN

BagianKesatu
1Jmum

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, peJaksanaan dar
penatausahaan, pertanggungjawaban dan .pelaporan, serta monitoring dan evaluas
Bantuan.Sosial 'Terencana dan Tidak Terencana Sebelumnya yang bersumber dar:
APED Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Pasal2

BABH
RUANG LlNGKUP

17. Peodamping Pasien Miskin adalah pendamping yang menemani di rumah
sakit, tidak bisa mencari natkah dan hanya mendedikaskan dirinya untuk
merawat anggota keluarganya eli rumah sakit.

18. Pendudnk Non Permanen adalah 'setiap warga negara indonesia yang
datangdari Iuar kota ke Kabupaten Hulu Sungai Tcngah, serta bertempat'
tinggal tidak terus-rnenerus dengan. maksud belajar, mencari
nafkah Zpekerjaan yang besangkutan tidak bermaksud, menjadi penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

19. Orang Terlantar adalah seseorang yang mengalami permasalahan atau
hambatan saat melakukan perjalanan pada suatu tempat/Iokasi yang
disebab faktor - faktor tertentu, antara lain kehilangan barang berharga
seperti uang yang dimilki sehingga kehabisan biaya untuk kernbali ke
alamat asal.

20. Mantan Narapidana adalah seseorang yang telab selesai.mengakhiri
roasa hukum atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan
dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri .kembali dalam
kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan urituk
mendapatkan pekerjaan atau rnelaksanakan kehidupannya secara
~ormaL

2.1. Pengobatan Pasien Kurang Mampu adalah Pasien Rawat map di Iuar
jaminan iuran BPJS berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya
perawatan kesehatan yang adak ditanggung oleh iuran BPJS dan
Jasaraharja.

t



(1) Bantuan Sosial Terencana untuk Santunan masyarakat lanjut usia
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 ayat [11 huruf b diberikan
uang santunan sebesar Rp. 500_000,00 (lim.a rauis ribu. rupiah)
pertahuu.

Pasal9

(6) Penganggaran BeJanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belarija Tidak Terduga (BTf) Pada
Badang Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah (BPKAD)Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

(4) Pemerintandaerahdapatmemberikan Bantuan Sosial Tidak Terencana
sebelumnya kepada individu yang terrnasuk daJam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (O'1'[(S)Kabupaten Hulu Sungai Tengah kecuali
untuk orang terlantar dan mantan narapidana.

(5) Ban'tuan sosial yang Lidak direncanakan sebelumnya diberikan
berdasarkan usulan permintaan dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pernberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(3) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan
pada SKPD Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HuIu
Sungai Tengah dan diricnci menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah terkait,

(2) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan berdasarkan usulan dati
calon penerima danl atau atas usulan Kepala Dinas Sosial Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan AnakKabupaten Hulu Sungai Tengah;

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Terencana
kcpada individu yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (OTKS) Kabupaten Hulu Sungai Tcngah dikecualikan bagi
keluarga, kelompok dan Zatau masyarakat;

Pasal8

BAB lV
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN

c. dirnaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya perawalan cidera akibat
kecelakaan lalu lintas tunggal dan cidera akibat bencana,

d. dirnaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang tcrlantar dan kabupaten
lain kehilangan barang dan harta benda yang meakibatkan tidak bisa
kembali ke daerah asal dan pasien tanpa ldentitas.

e. dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Narapidana diluar kasusus
korupsi dan penggunaj'pengedar obat-obatan terlarang untuk
menyambung hidup setelah keluar dari Rutan Kelas US Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dengan estemasi masa tahan diatas 1 tahun,



(6) Bantuan Sosial Tidak Terencana unluk orang terlantar sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan uang transport ke
tempat tujuan aAAI, baik dalam daerah. dan/atau luar daerah sebesar
Rp. 250.000,00 (du.a rarus lima puluh ribu nlpiah) dan untuk pasien
tanpa identitas diberikan bantuan sebesar dad Rp. 5.000.000,00 (7im.a
juta rupiah) sarnpai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima be/asjuta rupiah),
ini tergantung klaim tagiban biaya pelayanan kesehatan yang d:i
keluarkan oleh pihak rumah sakit,

(5) Bantuane Sosial Tidak Terencana sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf b
dan c adalah Biaya Pengobatan Pasien Kurang Mampu dan Fakir
miskin, dibcrikan untuk pasien yang bersangkutan sebesar dari Rp.
5.000.000,00 (limajuta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,000.00 (lima
belas juta rupiah). ini tergantung klaim tagihan biaya peJayanan
kesehatan yang di kcluarkan oleh pihak rumah sakit.

b. Rumab sakit luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk uang
harlan sebesar Rp. 150.000iOO (seratus lima puiuh ribu rupiah)
per bad dengan makeimal biaya perawatan kesehatan sebesar
Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan diberikan uang transport
satu.kali (PPJ ke rumah sakit sebesar Rp. l.OOO.OOO,OO(sarujuta
nLpia/Jl;

(4) Bantuan Sosial Tidak Terencana sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf a
adalah Biaya Pendarnpingan Pasien Miskin, diberikan untuk keluarga
pasien yang mcndampingi di Rumah Sakir Kabupaten/Kota/Propinei,
diantaranya :
a. Rumah sakit dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk uang

harian sebesar Rp. 100.000.00 (seralUS ribu rupiah) per han
dengan maksimal biaya perawatan kesehatan sebesar Rp,
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diberikan liang transport
satu kali (PP)ke rumah sakit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus
nbu rupiah) ;

(3) Bantuan Sosial Tercncana sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1)
huruf d adalah bantu an pemenuhan kebutuhan dasar untuk Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mana bcsaran bantuan
perjiwa/ perhari bersifat pluktuatif,

b. Bantuan alat bantu bagi disabilitas fisik adalah bantuan berupa alat
alai bantu bagi penyandang disabilitas fisik dalam membantu
aktivitas rnereka sehari- hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.

(2) Bantuan Sosial Tcrencana sebagairnana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf
c yaitu :
a. Bantuan uang bagi penyandang disabiliras fisik dan Mental antara

lain bantuan dlsabilitas fisik berupa bantuan uang sebesar Rp.
1000.000,00 (saru jura rupiah) pertahun yang diperuntukan untuk
pemenuhan dasar pemberian rnakanan tambahan bagi disabilitas
fisik ( berat usia 5 sampai 15 tahun [dalarn wilayah kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Dan bantuan uang bagi disabiJitas mental (ODGJ)
sebesar Rp. 500.000,.00 ( lima Tatus ri.bu rupiah) pertahun untuk
kepecluan pokok sehari- hari bagi disabilitns mental wilayah
Kabupaten Rulu Sungai Tengah.



b. Persyaratan pencairan B.antuan Basial yang direncanakan
seberumnya, meliputi:
1) Surat/nota permiruaan penerbitan SPP dan SPM.
2) Salman/fotccopy rckening bank. y.ang masih aktif',

salmanyfotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTl") dan Kartu
Keluarga (KK) atas nama penerima bantuan sosial.

3). Kuitansi, bernateraicukup ditandatangani dan dicanturnkan
nama lengkap penerima bantuan sosial,

4) Surtl,t keterangan jompo dan kepala desa (khusus Lanjut Usia
Terlantar darr/atau Badriddent], Surat Keterangan terlantar dan
Polres ( khusus orang terlantar), Surat Keterangan bebas dari
Lapas [khusus matan narapida), Surat Keterangan dari Ruman
Sakit dan Bukti Tagihan (khusus biaya pengobatan pasien
kurang mampu], Surat keterangan opname dati Runiah Sakit.
(khusus biayapendampingan pasien miskin).

(3) Penerbitan SPP-LS sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1) dilakukan
setelah persyaratarr ·adm;nistr.asi peneairan terpenuhi yaitu :
a. Persyaratan pencairan Belanja Sosial untuk Individu, meliputi:

1) Surat/ nota permintaan penerbitan SPI' dan SPM.
2) Salinan/fotoeopy rekening bank yang masih aktif,

salinan Zfotocopy Kartu Tanda Penduduk '(KTP) dan Kartu
. Keluarga (KK) atas nama perierima.barrtuan sosial.
3) Kuitansi, bernaterai cukup dltandatangani dan dicantumkan

namatengkappenerima bantnansosial.
4) Surat Pernyataan Tanggung .JawabMutlak/Pakta 'Integritas.

(2) Bcndahara pengeluaran pembantu Drnas Sosial Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. mengajuan surat
permintaan pembayaran langsung ( SPP- LS) berdasarkan lJPA Dinas
Sosial sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.

III Dinas sesiat Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu
Sungai Tengah mengajukan Keputusan penetapan Penerima Bantuan
.kepadaBupati Huh" Sungai Tengah.

BABV
PENCAIRAN BANTUAN SOSlAL TERENCANA

PasallO

(7) Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk mantan narapidana
sebagaimanadirnaksud pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan uang
transport k:e tempat rujuan asal, bagi berkartu tanda penduduk (KTP)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang- terdata eli Data Terpadu
Kesejahteraan 'Sosial (DTKS) dan diluar kasus korupsi dan
pengguna/pengedar obat-obatan terlarang sebesar Rp. 1.000.000,00
(saiu juia: rupiahJ, sedangkan bagi berkartu tanda. penduduk (KTP)
bukan KabupatenHulu Sungai Tengah diluar kasus korupsi dan
peng.,<>u:na/penged;3.I'obat-obatan terlarang sebesar Rp, 500.000,00 (lima
raius: ribu rupiah). Bantuan ini dipergunakan untuk menyambung
bidup setelah kelnar dari Rutan Kelas 1I B Kabupaten. Hulu Sungai
Tengah.
Bantuan Sosial Tidak Terencarra. sebelumnya hanya dapat diberikan
kepada individu.satu kali dalam lahun berkenaan,

(8)



(1) Kepala Dinas Sosial PPKB. PP & PA yang menangani urusan sosial
mengajukan pennohonan pencairan bantuan sosial tidak terencana
sebelumnya berupa uang ke BPKD( PPKD)

(2) Penerbitan SP? dan SPM TV oleh BPKAD( PPKD) untuk pencairan
bantuan sosial tidak terencana sebelumnya berdasarkan surat I nota
permintaan dad Dinas Sosial PPKB PP & PA Kabupaten Hulu Sungai
Tengah disertai surat tanggungjawab belanja.

(3) Proses pencairan dana dilakukan rnelalui bendahara pengeluaran
Satuan KeIja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)ke rekening khusus
Dinas.

Pasalll

BABVl
PENCAJRANBANTUAN SOSIALTIDAKTERENCANA

(5) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan
lengkap, pengguna anggaran rnenerbitkan SPM sesuai peraturan
perundang,undangan.

(4) Semua kelengkapan administrasi permohonan pengajuan dana
bantuan sosial terencana disampaikan kepada Bupati melalui Dinas
Sosial PP'fCJ3,PP dan PA selaku SKPD dalam rangkap 2 ( Dua)
a. 1 (satu) rangkap untuk arslp Dinas Sosial PPKB, PP & PA terkait,

dan
b. 1 (saru) rangkap untuk arsip untuk arsip penerima bantuan sosial

tidak terencana

5) Surat 'Pernyataan Tanggung Jawab Muilak/Pakta lntegritas.

c. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk Individu dan keluarga
dapat memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut :
Apabila pencairan bantuan sosial Individu, melalui kuasa maka
disamping persyaratan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan
hurufb diatas,maka harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:
1) Melarnpirkan Surat Kuasa bennaterai cukup ,yang

ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa,
2) Menunjukan Kartu Tanda Pendudukan. (KTP)dan Kartu Keluarga

(KK) asli atas nama pernberi kuasa.
3) Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)a.tas nama

penerima kuasa.
4) Melarnpirkan surat keterangan dari camat yang mcnyatakan

babwa pemberi kuasa tidak dapat melakukan pengurusan
pencairan dikarenakan halangan tetap ( cacat tetap/dalam
keadaan sakit berat).

d. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial unruk masyarakat dan /
atau lembaga non pemerintah, meliputi :

1) Sari Surat Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM,
2) Surat Keputusan Kepala Daerah tentangpcnetapan nama

penerima Bantuan Sosial dan besarannya.
3) Proposal yang dilampiri dengan salinan. I Iotocopy rekening

bank yang aktif dan salinan / fotocopyKartu Tanda Penciuduk (
KTP) atas nama Kerua / Pimpinan Pengurus lembaga /
Organisasi penerima Bantuan. SosiaL

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / pakta Intergritas.



(2) Haail monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarnpaikan kepada Bupari dengan tembusan kepada Dinas Sosinl
PPK8, PP & PA yang mempunyai tugas dan fungsi peugawasan,

(1) Dinas Sosial PPKB, PP & PA melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian bantuan sosiaL
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BAB vm
MONITORING, EVALUASI DAN PENOAWASAN

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf c
disimpan dan dipergunakan oleb penerima bantuan sosial selaku objek
pemeri ksaan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
disarnpaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana
diterima, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan pcrundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan social meliputi :
a. Laporan penggunaan bantuan sosiaJ oleh penerima bantuan sosial;
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantu an

sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah SCSUal peraturan
perundang-undangan bagi pcnerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima.

(2) Penerima bantuan sosial berranggung jawab secara formal atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(1) Dinas Sosial PPKB. PP & PA penerima bantuan sosial berupa liang
.menyampaikan Iaporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati
dengan tembusan kepada BPKAD ( PPKD )
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BAS VlI
PEl-APORAN DAN PI!:RTANGGU NGJ AWABAN

(4) Penyaluran dana Bantuan Sosial Tidak Terencana Sebelumnya
dilakukan oleh Dinas Sosial PPK8 PP & PA Kabupaten Hulu Sungai
Tengah kepada penerima secara tunal.

(5) Penyaluran dana dan bantuan sosial tidak terencana sebelurnnya
dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB, PP & PA yang menangani urusan
sosial kepada penerima secara tunai clengan dibuktikan berupa
kuitansi/tanda terima.



(3) Sasaran. Penerirna Bantuari Sosial Sebagaimana dimaksud .pada ayat (1)
.huruf b terbagi 2.: .
a. Lanjut usia terlarrtar adaJah seseorang yan-g berusia diatas 60 tahun ke

atas mengalami keterlantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak
merniliki kemarnpuan fisik maupun ekonomi, tidak memiliki penghasilan
tetap dan, tidak rnemiliki .aset sehingga mereka tidak dapat rnemenuhi
kebutuhan dasar bidup secara layak.

b. Lanjut usia badridderrt adalah lanjut usia yang berusta 60 tahun ketas
hidup tergantung orang lain, tidak mempunyai pengbasilan tetap, miskin
dan terlantar se:rta rnengalarni sakit memahun- dan hidupnya terbaring di
terrrpat tiel ur.

(2) Sasaran penerima Bantuarr Sosial yang direncanakan eebagairnana dimaksud
pada ayat (1) htrruf a adalah Beasiswa anak miskin adalah bantu an untuk
subsidi uans runai daTi pemerirrtah kepada siswa miskin dengan cara
menanggung sebagian biaya pribadi pendidikan siswa , seperti pe.JP:belian
sepatu, transportasi, dan baju seragam agar siswa dapat terus mclanjutkan
pendidikan. .

(1) Sasaran penerima Bantuan SosiaJyang direncanakan meliputi:
a. beasiswa anak rniskin.
b. masyarakat lanjut usia.
c. m.asyarakat yang disabilitas fisik dan mental.
d. pengelolayatim. piatu.
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Paragraf2.
Sasaran Penerima Bantuan

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah
uang yang .diberikan secara Iangsung kepada penerima seperti bea:siswa bagi
anak miskin, yayasan, pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat
laojut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak marnpu.

(3) Bantuan sosial berupa barang adalah barangyang diberikan secara langsung
kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar
biasa, swasta dan .masyarakat tidak mampu, banruan perahu untuk nelayan
rniskin , bantuan rnakanan I pakaian kepada yatrm piatu / tuna eosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(i) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan dalam bentuk uang dan/atau
dalam bentuk barang.
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Bagian Kedua
Bantuan sosial yang direncanakan

Paragraf' I
Gmum

(3) Bantuan.sosial berupa uang kepada .lndividu, keluarga, kelornpok danj'atau
rnasyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada Jndividu, keluarga, 'kelornpok
da,n/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan
sebelumnya.



(2) Penjabaran Sasaran penerirna Bantuan Sosial tidak terencana sebelumnya
yang direncanakan dimaksud pada ayat.Il] adalab:
a. dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biaya Peodamping Pasien Miskin

adalah biaya bagi yang mendampingi pasien yang dirawat inap sebagai
penganti ketidakmampuan untuk mencari nafkah selama sakit dan
dirawat eli Rumah Sakit Kabupaten/Kota/Provinsi wtlavah Kalimantan
Selatan.

b. dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah adalah pasien rawat inap di luar
jaminan iuran penjamin kesehatan berupa pelayanan jaminan
pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh iuran
BPJS dan jasaraharja, peogobatan pasien kurang mampu/miskin diluar
jamninan iuran BPJS sebagaimana dimaksud bertrpa pe1ayananjaminan
pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh iuran
BPJS/ -Jasaraharja. . .

(1) Bantuan sosial tidak terencana sebeJumnya seoagaimana di:maksud dalam
pasal 6 diperuntukkan bagi:
a. Pendamping pasien kurang mampuyrniskin
b. Pasien kurang mampu/rniskin yang tidak dijamin BPJS/Jasa RahaIja.
c. Fakir Miskinyang cidera akibat kecelakaan lalu lintas tunggal ( tidak

dijamln luran BPJS dan jasaraharja].
d. OrangTerlantar,
e. Maritan Narapidana.
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Sasaran Penerima Bantuan

(1) Bantuan sosial udak 'terencana sebelurnnya diberikan dalam bentuk uang.
(2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncana sebelurnnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBDyang apabila
ditunda penangananannya akan menimbulkan resiko sosial yang Iebih besar
bagi individu danj'atau keluarga yang bersangkutan.
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Paragraf 1
Umum

(6) Bantuan Sosial yang direncanakan elialokasikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau rnasyarakat yang sudah jelas nama, a1amat peneima,
dan besarannya pada saal penyusunan APBD.

(4) Sasaran Penerima Bantuan SosiaJ bagi penyandang Disabilitas dan Mental
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM c adalah bantuan dasar bagi
elisabilitas fisik dan mental (ODGJ) adalah bantuan sosial yang diperuntukan
untuk keperluan kebut.uhan hidup oran&dengan gangguan Iisik dan mental.

(5) Sasaran Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
huruf d adalab Barrtuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak didalam
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) / Panti Asuhan yang ada di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
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Diundangkan di Barabai
Pada tanggaJ 1:" Me=- ;: ~,
Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI 'rENGAH,

r AULLA 0KTAFlANDI

Ditetapkan eli Barabai
pada tanggal 12 LIe::' ~J<'1

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggaJ diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Pasal 15

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi jika ditemukan hasil penggunaan
bantuan sosial yang ridak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,
penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang undangan.
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